
BUPATI BIMA
PROVIilSI NUSA TEIIGGARA BARAT

PBRATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 23TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN PENERAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang a.

b

C

bahrva dalam rangka tertib administrasi dan terarahnya
pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna di
Kabupaten Bima perlu ditetapkan pedoman
pembeqtukannya;

bahu'a berdasarkan ketentuan Pasal 36 a-v*at (2) huruf b
Peraturan plenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2OL7 tentang
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Daiam Pengelolaaan Sumtrer Daya Alam Desa, Bupati
melakukan pembinaan, pengendalian dan penerapan
teknologi tepat guna di Kecamatan dan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan Dan
Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Penerapan Pos

Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bima;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor L22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A* tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
indonesia Nomor 5a95);

Mengingat: 1
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2a19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2a19 Nomor 42, Tambahan

kmharan Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2aL4 tentang Desa (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2a15 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun

2lO4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2015 nomor 1S7,Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2Al7
tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi

Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1810)
7. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2o2O tentang

Daftar Keweni-ngan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui
Dan Kewenangan l,okal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENERAPAN POS

PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Bima'
2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah'

/,



3. Bupati adalah BuPati Bima.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat

DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bima.
S. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Bakesbangpol

adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima'

6. Camat adalah penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kervenangan

dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah' dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan'

7. Desa adalah Desa di Wilayah Kabupaten Bima'
g. pos pelayanan Teknoiogi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek TTG

adalah lembaga pelayanan teknologi tepat guna antar desa yang

berkedudukan di kecam atan dan desa yang menberikan pelayanan

teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna'

g. Teknoiogi tepat guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi
yang *.",r^i J".g"o kebutuhan masyarakat, dapat menjawab
p"rrir.*.1ahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat

dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta

menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

10. Sumber Teknologi Tepat Guna adalah Pencipta, produsen dan atau

lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan

atau memiliki paling sedikit satu jenis Teknologi Tepat Guna yang

diperlukan masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna.

11. pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis

Teknoiogi Tepat Guna, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber

daya lokal.

12. Pengembangall Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan untuk
meningkatk-an kualitas dar kuantitas Teknologi Tepat Guna dalam

bentuk disain, fungsi dan manfaat Teknologi Tepat Guna.

i3. Gelar Teknologi tepat guna adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil

inovasi atau peng"*tangan TTG dari masyarakat dan atau

instansi/lembaga p-emeriniahan dan swasta dengan maksud untuk
mempercepat penyampann atau difusi Teknologi spesifik lokasi kepada

pengguna.

14. Kedasama Teknologi Tepat Guna adalah kesepakatan antara dua pihak

atal lebih untuk Uit<e4a sama dalam rangka alih Teknologi Tepat Guna

dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama'

Pasal 2

Maksud pembentukan Posyantek TTG adalah dalam rangka

meningkatlan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih
Teknologi Tepat Guna dapat dilakukan secara sistematik guna

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis

teknologi Tepat Guna klpada masyarakat Desa, membantu masyarakat

dalam menglmbangkan dan menciptakan Teknologi Tepat Guna serta

menjembatani masl,arakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna

dengan produsen/pencipta Teknologi Tepat Guna'

A^

(1)



(2) Tujuan pembentukan Posyantek TTG adalah sebagai berikut :

a. meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi

berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat Desa;

b. memotivasi pengembangan dan penciptaan Teknologi Tepat Guna

di MasYarakat;

c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah'

Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Komponen

Masyarakat lainnya da1am"!.ng.*bangan pemasyarakatan dan

p.rd.y.gunaan Teknoiogi Tepat Guna'

(1)

Q\

(3)

BAB II

PENGORGANISASiAN

Bagtan Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

posyantek TTG merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak

dalam bidang Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

a. Posyantek TTG antar desa;dan
b. PosyantekTTG desa.
Posyantek TTG antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berkedudukan di Kecamatan.
Posyantek T*IG desa sebagaimana dimaksud Pada aYat (1) huruf b

Pasal 4

pembentukan Posyantek TTG antar Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal3ayat{1}hurufad.itetapkandenganKeputusanBupati.
pembentukan Posyantek T'lG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf b bitetapkan dengan Keputusain Kepala Desa' 
--

Pembentukan Posyantek TTG antar Desa dan Posyantek TTG Desa

*"U.g.i*ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} selanjutnya didaftarkan

paaa"Bakesbangpol guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang

diterbitkan oleh BuPati'

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 5

berkedudukan di Desa.

(1)

{21

(3)

(1)

12\

pengurus Posyantek TTG antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 afat (1) huruf a, dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan

inovator TTG, Posyantek Desa, dan/atau kader pembangunan desa yang

berada dalam satu wilayah Kecamatan'

Pengurus Posyantek TTG Desa dibentuk berd'asarkan hasil musyawarah

per#akilan peiaku lpemaafaat TTG dan kelembagaan mas;rarakat di Desa'

Pengurus Posyantek TTG antar Desa dan Posyantek TTG Desa tidak boleh

berasal dari unsur Pegarn''ai Negeri Sipil'
/t

(3)



(4)PengurusPosyantekTTGantarDesadanPosyantet<[!:,.""tidakboleh
berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai

politik.
(5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek TTG antar Desa dan posyantek

TTG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5

(Lima) orang terdrl . dari ketua, sekreiaris, bendahara, seksi

pengembangan dan seksl p*r"y"',an atau disesuaikan dengan kebutuhan.

(6)Masabaktikepengur,"Tdalamlperiodepalinglama3tahunyang
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek

TTG antar Desa aan/atau Posyantek TTG Desa'

(7)Pengurusyangberakhirmasajabatanyl.dS'lamsatuperiodesebagaimana
yang dimaksrid pada "v"i-pi 

dapat dipilih kembali setragai pengurus

periode berikutnYa'

(8)Dapatdipilihkembalisebagaimanadimaksudayat(7}berdasarkan
ketentuan Pada ayat (1) dan (2

posyantek TTG sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan

huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

a,menyusunprogramdanrencanakerjapengelolaanPosyantekTTG;
b. memberikan pelayanan t.h;;; i"r".*""idu,, promosi jenis/spesifikasi

f?r."itlt^*i posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain

pengembangan dan kebutuhan TTG;

menjembatani","-v*"r.atsebagaipenggunaTTGdengansumberTTG;
memotifasi penerapan TTG di masyarakat; 

-

memberikan iayanan konsuitasi-ian pendampingan kepada masyarakat

Bagian Ketiga

Tugas dan tanggung jawab

Pasal 6

dalam Penerapan TTG;
g. mengkoo.Oi.rii a.n menfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan
o' 

pemlnfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan

h. ir"rryr"..n laporan pengelolaan Posyantek TTG'

Pasai 7

uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Posyantek TTG adalah sebagai

berikut

c.

d
e.
f.

a. Ketua:
i. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek TTG;

2. menjalanr.*r, 
-r?""ana -kegiatan dan rencana anggaran yang telah

disusun oleh Pengurus;
3. menjalank*r ilti i,t ^idan 

ketentuan yang berlaku di Posyantek TTG;

4.mengaturdanmengkoordinirkegiatanyangdilakukanolehsetiap
seksi;

5. menyusun rencana keda serta mengatur pelaksanaannya untuk

mencapai tujuan dan sasaran Yang telah ditetaPkan;

6. membuat iaPoran bulanan tahunan dan sebagainYa mengenal

perkembangan lembaga PosYantek T"lG

T/ .r4 J-
diketahui oleh Camat dan Kepala Desa.

kepada BuPati melaiui DPMD



b. Sekretaris :

1. menyelenggarakan semua administrasi lembaga Posyantek TTG dan
dokumentasi kegiatan;

2. melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua apabila Ketua
Posyantek TTG berhalangan dan/atau tidak mampu menjalankan
tugasnya.

c. Bendahara
1. membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan

(inventaris) Posyantek TTG.
2. menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan

Posyantek TTG.
3. membuat laporan pertanggungjar.vaban keuangan.

d. Seksi Kemitraan
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
2. menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi

{lembaga pemerintah, perguruan tinggi, Swasta, LSM dan pihak lain)
dan pengguna Teknologi (masyarakat umum, petani,pengusaha
kecil,home industri d11) ;

3. mengindentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha
masvarakat;

e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan

tugasnya;
2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka

pengenalan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna;
3. memberikan dampingan dan bimbingan teknis kepada teknologi;
4. mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek TTG yang berkaitan

dengan peiayanan teknologi ;

f. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
2. mengindentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
3. melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna

yang sudah adaldipakai oleh masyarakat;
4. meiakukan pendataan tentang pengunaan dan kebutuhan teknologi;

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 8

(1i Struktur Organisasi Posyantek TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) terdiri atas:
a. pembina;
b. ketua;
c. sekretaris;
d. bendaharalBagian Keuangan; darr
e. seksi Pelayanan Teknologi ?epat Guna, Kemitraan dan Pengembangan

TTG atau seksi lain sesuai kebutuhan.
t2l Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf a, melakukan

pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan
Posyantek TTG dalam pengelolaal sumber daya alam desa.

(3) Bagan Struktur Organisasi Posyantek TTG tercantum dalam iampiran
]-ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima
N{ekanisme Kerjasama

Pasai 9

(1) Pengembangan dan penerapan Posyantek TTG dalam pengelolaan sumber

daya alam d"*. difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui mekanisme

kerjasama dengan Pihak ketiga.
pt pih;k ketiga ""u.g*i*ana 

dimaksud pada a3rat (1) terdiri dari BUMD,

Sekoiah tvtenen{ah Kejuruan, Swasta, Pengusaha, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat dan BUMDeS'
(3) Fasilitasi bt"f, p.*Lti.rt*h daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh DPMD dan/atau perangkat daerah iain yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait dengan desa.

BAB III
KEGIATAN

Pasai 10

Kerjasama pengelolaan Posyantek TTG dilaksanakan dengan

meirpertimbangkan potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan,
serta memberdayaka., **=y*akat dan meningkatkan peran serta masyarakat

setempat.

Pasal 1 1

Kegiatan Posyantek TTG meli.Puti :

a- inventarisasi potensi sumber daya alam sebagai bahan informasi TTG,

meliputi bida-ng pertanian, industri, kesehatan, sipil bangunan dan

sebagainya;
b. melatukan penyuluhan, pemberian informasi potensi sumber daya aiam

dan/atau produX TTG lain secara langsung kepada masyarakat dalam

bentuk leaflet, brosur, spanduk, ikian layanan melalui radio dan

sejenisnya.
c. mengadakan kursus/pelatihan TTG.
d. melaksanakan peragaan mG melalui Gelar/Pameran TTG tingkat

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;dan
e. pengembangall fic metalui kajian dan uji coba yang dapat dilakukan

melalui ke{asama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan

sejenisnya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan

sumber daya alam desa.
(2) Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh DPMD.
(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan f ad"a]rlan,

penghargaan, dan latau suPervisi.
(a) iren[endalian sebagaimana dimaksud pada ayat {21 meliputi monitoring

rlan1valuasi. / ,



BAB V
PELAPORAN

Pasai 13

(1) Posl-antek TTG $,ajib menlrampaikan laporan perkembargl, kegiatan'

izi Laporan perkembangan Legiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara semesteran dan tahunan'
(3) Tatacara dan pedoman pelaporan tercantum dalam lampiran peraturan

Bupati ini

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pend.anaan untuk operasional Posyantek TTG dapat berasal dari :

a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. eng[aran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c enggaran Pend.apatan dan Beianja Daerah Kabupaten;
d- Anggaran pendapatan dan belanja Desa;dan
e Sumber lain yang sah dan tidak mengikat'

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

inl dengaop"n"tip"rrny" dalam Berita Daerah Kabupaten Bima'

Ditetapkan di Bima

pada tanggal 2'1 ^ 6 '

BUPATI BIMA &

Hj

Diundangkan di Bima

padatanggal A4- 6' 2a2a

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

2020

PUTRI
1

BERITA DAERAH KABUPATEN BII\,{A TAHUN 2O2O NOMOR s6.7

f,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENERAPAN POS
PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN
BIMA.

A. STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK ANTAR DESA { KECAMATAN }

PEMBINA TK KAB
BUPATI

SEKSI
KEMITRAAN

BUPATi BIMA,

Hj. rND PUTRI

POSYANTEK

(KETUA)

BENDAHARA SEKRETARIS

SEKSI
PELAYANAN TTG

DAN USAHA

SEKSI
PENGEMBANGAN

TTG

I
T I"l



B. STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK DESA

PEMBINA TK DESA

KEPALA DESA

BENDAHARA

SEKSI
KEMITRAAN

BUPATI

Hj. rND PUTRI

POSYANTEK

(KETUA)

SEKRETARIS

SEKSI
PELAYANAN TTG

DAN USAHA

SEKSI
PENGEMBANCAN

TTC



LAMPIRAN II

Format pelaporan

A. Pendahuluan :

1) Dasar pembuatan laporan
2) Maksud dan Tujuan pembuatan laporan

B. Kegiatan Posyantek TTG

1) kelengkapan administrasi Posyantek TTG
a) buku tamu ada/tidak ada

b) buku daftar inventaris ada/tidak ada

c) buku notulen rapat ada/tidak ada

d) buku surat keluar masuk ada/tidak ada

e) buku kas harian ada/tidak ada

f) buku neraca adaltidak ada

g) buku laba rugi ada/tidak ada

2l rJraian kegiatan Posyantek TTG
a) kegiatan inventarisasi dan kebutuhan TTG di Kecamatan

b) kegiatan pelatihan pemartfaatan alat-alat TTG

c) kegiatan pengembangan dan inovasi TTG

d) kegiatan promosi dan Pameran

( dilampiri foto dan dokumen kegiatan )

C. Sumber pendanaan/modal

D. Laporan penggunaan dana semester dan akhir tahun

E. Penutup

BUPATI BIMA,

PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENERAPAN POS

PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN
BIMA.

Hj. rNDAH PUTRI


